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ABSTRAK

Amandemen UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman bernama Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur
dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang berhubungan langsung dengan hak-hak konstitusional warga
negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD
(constitutional review). Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi
memiliki peran sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector
of the citizens’ constitutional rights). Hak konstitusional adalah hak-hak yang
dijamin oleh konstitusi, sementara konstitusi merupakan hukum dasar
(fundamental) maka hak-hak konstitusional itu sebagai hak-hak fundamental yang
harus dilindungi. Namun, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara
melalui constitutional review di Mahkamah Konstitusi tidak terakomodir secara
maksimal. Sebab hingga saat ini belum tersedia mekanisme perlindungan hak-hak
konstitusional terhadap warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di
pengadilan melalui pengujian norma secara konkret (concrete review/constitutional
question). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah ada hambatan
konstitusional untuk menerapkan mekanisme pengujian norma konkret dan
bagaimana pola pengaturannya untuk diterapkan dalam sistem pengujian
konstitusional di Mahkakamh Konstitusi Republik Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis historis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka
(library research) yang berhubungan dengan sejarah pengujian konstitusional di
Indonesia serta konsepsi pengujian norma konkret (concrete review/constitutional
question). Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.
Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori negara hukum dan
teori pengujian konstitusional.

Setelah dilakukan penelusuran secara original intent dan konstruksi
pengaturan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian ini
ditemukan bahwa tidak diterapkannya-mekanisme pengujian norma konkret dalam
sistem pengujian konstitusional * 'di - Mahkamah Konstitusi adalah karena
“terlupakan” oleh pembentuk undang-undang untuk diakomodir di dalam UU
Mahkamah Kenstitusi sebagai derivasi dari UUD NRI'1945. Secara konstitusional,
tidak ada hambatan-apapun untuk menerapkanya sebagai-bagian dari constitutional
review. Sekalipun._penerapan pengujian norma konkret ‘dilakukan, maka hal itu
bukanlah suatu kewenangan yang baru, melainkan sebagai penyempurnaan
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur konstitusi saat ini. Pola pengaturan
yang bisa digunakan untuk melembagakan mekanisme pengujian norma konkret
sebetulnya cukup diatur atau dimasukkan pada level undang-undang (in casu UU
Mahkamah Konstitusi) tanpa harus melakukan perubahan terhadap ketentuan di
dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1). Selain itu, diperlukan adanya
integrasi-interkoneksi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung melalui
sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar menjamin berjalannya mekanisme
constitutional question secara baik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Norma Konkret, Perlindungan
Maksimum Hak-hak Konstitusional.



ABSTRACT

Amendments to the 1945 Constitution have given birth to new institutions
as actors of judicial power named the Constitutional Court whose authority is
regulated in Article 24C paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. The authority of the Constitutional Court which is directly
related to the constitutional rights of citizens is the authority to examine the law
against the constitution (constitutional review). Through this authority, the
Constitutional Court has a role as a protector of citizens' constitutional rights.
Constitutional rights are rights guaranteed by the constitution, while the
constitution is a fundamental law (fundamental), the constitutional rights are
fundamental rights that must be protected. However, the protection of citizens'
constitutional rights through constitutional review in the Constitutional Court is
not fully accommodated. Because until now there has not been a mechanism for
protecting constitutional rights for citizens who are involved in litigation in court
through concrete norm testing / constitutional question. The problem in this study
is: Are there constitutional obstalces to implementing a mechanism for testing
concrete norm and how is the arrangement pattern to be aplied in the constitutional
testing system in the constitutional court of the republic of Indonesia?

To answer this problem, this research uses a historical juridical approach
with data collection methods through library research related to the history of
constitutional testing in Indonesia as well as the conception of concrete norm
testing / constitutional question. All data collected is then analyzed qualitatively.
The theoretical framework used in this thesis is the theory of the rule of law and the
theory of constitutional testing.

After tracing the original intent and constructing constitutional testing
arrangements in the Constitutional Court, the results of this study found that the
absence of a mechanism for testing concrete norms.in the constitutional testing
system in the Constitutional Court was because “forgotten™ by the legislators to be
accommodated in the Constitutional Court Law as a derivation of the 1945
Constitutionof;the Republicyofslndenesias Constitutionalty, there are no obstacles
to implementing ‘it as part of constitutional review. Even though the application of
concrete-norm testing is done,.it is net a new authority, but as an improvement of
the authority-of " the ‘Constitutional Court which'is governed by the current
constitutiony The regulatory patternithatycan be usedyto-institutionalize the testing
mechanism for concrete:norms'is actually quite‘regulated or/included at the level
of the law (in casu of the Constitutional Court Law) without having to make changes
to the provisions in the 1945 Constitution, especially Article 24C paragraph (1). In
addition, it is necessary to integrate-interconections of the Constitutional Court and
the Supreme Court through synchronizing the laws and regulation so as to ensure
the functioning of the constitutional question mechanism properly.

Keywords: Constitutional Court, Testing of Concrete Norms, Maximum Protection
of Constitutional Rights.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perubahan transformatif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang
berlangsung pada tahun 1999-2002 telah membentuk suatu institusi pelaku
kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi.
Sebagai lembaga negara buah hasil perjuangan reformasi yang lahir sejak tahun
2003, Mahkamah Konstitusi dipercaya menjalankan peran yang strategis dalam
sistem ketetanegaraan Indonesia, khususnya dalam ranah pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI 1945).! Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang
berdiri sebagai lembaga negara yang berdiri dalam melaksanakan kekuasaan
kehakiman adalah salah satu substansi penting dari hasil amendemen UUD 1945.
Reformasi ketatanegaraan di Indonesia lambat laun menjadi prasyarat
untuk menjadikan negara hukum yang demokratis seperti tertuang di dalam UUD
NRI 1945.2 Reformasi hukum tidak hanya dimulai dengan-mereformasi substansi
hukum (legal substance) saja, seperti perbaikan peraturan perundang-undangan
melainkan diikuti dengan perbaikan institusi kekuasaan kehakiman sebagai struktur
hukum (legal structur). Alhasil, reformasi telah melahirkan 2 institusi pelaku

kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah

! Penggunaan istilah UUD NRI 1945 menunjuk pada UUD setelah perubahan
(amendement) yang membedakan secara termenologis terhadap UUD 1945.

2 Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis termaktub di
dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.



Konstitusi yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan.

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dan
jelas (expressis verbis) dalam UUD NRI 1945, yaitu: menguji undang-undang
terhadap Undand-Undang Dasar (UUD); memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan UUD; memutus pembubaran partai politik;
dan memutus perselisinan hasil pemilihan umum.®* Di samping kewenangan
tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki suatu kewajiban untuk memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.*

Berdasar wewenang yang dimiliki tersebut membawa konsekuensi
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sebagai: 1). Pengawal konstitusi (the
guardian of the constitution); 2). Pengendali atau penyeimbang demokrasi
mayotarian; 3). Penengah atau lembaga atau antar cabang kekuasaan negara
(constitutional arbitrase between and among state organs); 4). Pelindung hak
konstitusional warga negara (protector of the citizens constitutional rights), 5).
Pelindung hak asasi manusia (protector of human rights), dan 6). Penafsir akhir
atau final atas'norma konstitusi (the final interpreter of the constitution).>

Sebagai pengawal konstitusi, Mahakamah Konstitusi mempunyai fungsi

untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dapat dilaksanakan dan dihormati

3 Pasal 24C ayat (1).
4 Pasal 24C ayat (2).

5 Martitah, Sistem Pengujian Konstitusional di Indonesia, (Jakarta Pusat: Konpress,
2015), him. 13.



dengan baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara.® Kehadiran
Mahkamah Konstitusi adalah sebagai upaya menghasilkan produk legislasi yang
lebih baik.’

Mahkamah Konstitusi memiliki andil besar untuk menjaga agar semua
norma konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan kenegaraan. Tidak boleh
ada suatu kebijakan negara yang dituangkan dalam bentuk undang-undang
dibiarkan bertentangan dengan konstitusi. Sebab jika hal ini dibiarkan, maka akan
menyebabkan proses deligitimasi Kkonstitusi, pelanggaran terhadap hak-hak
konstitusional warga negara, dan bahkan bermuara pada ambruknya demokrasi.®
Karena itu, jika ada suatu undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi,
melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi, maka
warga negara berhak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional
(constitutional review) kepada Mahakamah Konstitusi.

Menurut | Dewa Gede Palguna, dari selurun kewenangan yang dimiliki
Mahkamah Konstitusi saat ini, satu-satunya kewenangan yang langsung berkenaan
dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga

negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD.® Oleh

& Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
him. 7.

" M. Nur Sholikin, Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi, (Jakarta: Kerjasama
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dengan USAID-Democratic Reform Support Program,
2012), him. 1.

8 Ni’matul Huda, Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta,
FH UlI Press, 2018), him. 63.

1 Dewa Gede Palguna, “Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara
Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia,” Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 17 (Januari
2010), him. 14.



karena itu, peranan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap
UUD tidak hanya berfungsi menjaga konstitusi (the guardian of the constitution),
tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the
citizen’s constititutional rights).

Akan tetapi, perlindungan hak konstitusional warga negara melalui
pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi belum memadai. Hal ini dapat
diketahui dari konstruksi mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD
yang sampai saat ini sebatas mengakomodasi perlindungan kepada warga negara
yang tidak terlibat dalam proses litigasi di pengadilan. Sementara warga negara
yang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan tidak memiliki perlindungan
hukum untuk mencegah penerapan undang-undang yang dianggap bertentangan
dengan UUD.

Seperti diketahui, bahwa sejak tahun 2003 sampai saat ini pengujian
undang-undang terhadap UUD di Indonesia masih sebatas pengujian norma abstrak
(abstract review). Maksud dari pengujian norma abstrak (abstract review) adalah
pengujian terhadap undang-undang secara abstrak, dalam-arti undang-undang yang
sedang dilakukan pengujian itu tidak terkait dengan-kasus konkret apapun di
pengadilan biasa di bawah Mahkamah Agung. Berbeda dengan negara lain yang
juga memiliki Mahkamah Konstitusi telah membekalinya/melengkapinya dengan
kewenangan pengujian norma konkret (concrete review) atau yang sering disebut
constitutional question. Pengujian norma konkret ini merupakan pengujian
terhadap suatu undang-undang dalam kaitannya dengan kasus konkret yang sedang

berjalan di pengadilan.



Tidak diadopsinya mekanisme pengujian norma konkret (concrete
review/constitutional question) dalam sistem pengujian konstitusional di Indonesia
berdampak pada tidak adanya ruang perlindungan maksimum terhadap hak-hak
konstitusional warga negara, khususnya warga negara yang sedang terlibat dalam
suatu proses litigasi di pengadilan. Bisa diartikan perlindungan hak asasi manusia
yang diakui dan dijamin konstitusi belum tersedia secara lengkap mekanisme dan
prosedurnya dalam pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
Implikasinya, ruang pengujian konstitusional di Indonesia masih sangat sempit,
hanya menjangkau pengujian norma abstrak saja dan belum mengakomodir
pengujian norma konkret. Padahal bukan tidak mungkin, problem konstitusionalitas
suatu undang-undang jusrtu baru ditemukan atau diketahui ketika sedang
diterapkan dalam kasus konkret di pengadilan.

Penerapan mekanisme pengujian norma konkret di Indonesia bukanlah hal
yang mengada-ada, melainkan suatu kebutuhan bagi pengembangan kehidupan
ketatanegaraan secara progresif dan berkelanjutan (sustainable).!® Sebab
mekanisme ‘pengujian norma  konkret merupakan- wujud konkret dari upaya
penghormatan dan perlindungan “maksimum” terhadap hak-=hak konstitusional

warga negara.

Fakta empirisnya, terdapat beberapa pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya secara substansi dapat dikategorikan

sebagai pengujian norma konkret. Misalnya Perkara PUU No. 013/PUU-1/2003,

10 Mahfud MD, Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan
Konstitusional, (Malang: Mata Padi, 2010), him. 58.



PUU No. 003/PUU-1V/2006, PUU No. 013-022/PUU-1V/2006, PUU No. 1/PUU-
IX/2011, PUU No. 77/PUU-XI1/2014, PUU No. 6/PUU-V/2007, dan PUU No.
33/PUU-VI1/2016. Sebab karena kenyataan objektif bahwa Indonesia belum
mengadopsi mekanisme pengujian konkret, maka perkara-perakra pengujian
konstitusional a quo tetap dikatakan sebagai pengujian secara abstrak, sekalipun hal

itu ada sangkut pautnya dengan kasus konkret di pengadilan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalah yang
akan diangkat oleh penyusun adalah:
1. Apakah ada hambatan konstitusional untuk menerapkan mekanisme
pengujian norma konkret (concrete review/constitutional question)?
2. Bagaimana pola pengaturan pelembagaan mekanisme pengujian norma
konkret dalam sistem pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan kemungkinan adanya hambatan konstitusional dalam
menerapkan  mekanisme  pengujian norma  konkret  (concrete
review/constitutional question).
b. Untuk mendeskripsikan pola pengaturan pelembagaan mekanisme
pengujian norma konkret dalam sistem pengujian konstitusional di

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian yang penyusun lakukan dapat
memberikan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu
hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang
hukum tata negara dan lebih spesifik mengenai mekanisme pengujian
konstitusional berupa pengujian norma konkret (concrete review/
constitusional question) yang sangat penting diadopsi di Mahkamah
Konstitusi saat ini.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan
masukan kepada pembentuk undang-undang (legal drafter) dan pihak
terkait dalam hal memaksimalkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai the
guardian of the constitution sekaligus the protector of the citizen’s
constitutional citizen’s rights.. DI samping 1Itu, hasil penelitian ini
harapannya dapat memberikan manfaat secara praktis kepada penyusun
sendiri dalam memperluas wawasan hukum tata negara khususnya
mengenai kewenangan pengujian konstitusional Mahkamah Konstitusi.

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah kajian penelitian, pada tahap ini penyusun telah menyadari sudah
terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan objek penelitian ini,
yakni mengenai constitutional question. Di dalam proses penelusuran referensi
yang dilakukan, setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada

kesempatan kali ini sebagai bukti autentisitas dan orisinalitas penelitian ini, yaitu:



Skripsi yang ditulis Althof Dinantama, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Wacana
Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyyah.”
Karya ini berfokus pada mekanisme constitutional question ditinjau dari perspektif
siyasah dusturiyyah. Hasil dari penelitian ini bahwa mekanisme constitutional
question sesuai dengan siyasah dusturiyah, karenanya harus segera diwujudkan di
Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Karya ilmiah yang ditulis oleh | Dewa Gede Palguna dengan judul
“Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta
Kemungkinan Penerapannya di Indonesia.”** Dalam karya ini dijelaskan mengenai
mekanisme pengujian konstitusional yang dipraktikkan di Jerman dan
kemungkinan diterapkannya mekanisme constitutional question di Indonesia. Hasil
penelitian ini adalah bahwa melihat praktik di Jerman meskipun bentuknya adalah
pertanyaan (question), konstruksi pemikiran dan substansi dalam mekanisme
constitutional question adalah pengujian undang-undang. Sehingga untuk
diterapkan di.Indonesia cukup dengan memberikan legal standing kepada hakim
peradilan biasa di bawah Mahkamah -Agung melalui "revisi-undang-undang
Mahkamah Konstitusi.

Karya ilmiah dengan judul “Penambahan Kewenangan Constitutional
Question di Mahkamah konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak

Konstitusional Warga negara” ditulis oleh Josua Satria Collins dan Pan Mohamad

T Dewa Gede Palguna, “Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara
Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia,” Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 17 (Januari
2010).



Faiz!2. Fokus kajian dalam Kkarya ini adalah mengenai kewenangan Mahkamah
Konstitusi dan urgensinya menerapkan mekanisme constitutional question. Bahwa
mekanisme constitutional question dapat diterapkan di Indonesia dengan cara
memasukkan mekanisme tersebut sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang diatur dalam konstitusi. Alternatif lain adalah dengan merevisi UU
Mahkamah Konstitusi, penafsiran konstitusi yang dituangkan dalam putusan
Mahkamah Konstitusi, atau perluasan legal stading bagi hakim peradilan umum.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Xavier Nugraha dkk. dengan judul
“Constitutional Question: Alternatif Baru Perlindungan Hak Konstitusional Warga
Negara Melalui Concrete Review di Indonesia.”*® Dalam karya ini membahas
mengenai konsep constitutional question dan kemungkinannya diterapkan di
Indonesia. Hasil dari penelitian ini dikemukakan bahwa mekanisme constitutional
question cukup dengan melakukan penambahan kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk melakukan pengujian konkret di dalam undang-undang
Mahkamah Konstitust.

Karya ilmiah dengan judul “Menggagas Pelembagaan Constitutional
Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi-dalam Menguji

Undang-Undang” yang ditulis oleh Hamid Chalid dan Arief Ainul Yagin.'* Dalam

12 Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan Constitutional
Question di Mahkamah konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga
negara,” Jurnal Konstitusi, VVol. 15, No. 4, (Desember 2018).

13 Xavier Nugraha, dkk, “Constitutional Question: Alternatif Baru Perlindungan Hak
Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia,” Jurnal Negara Hukum, Vol.
10 No. 1 (Juni 2019).

14 Hamid Chalid dan Arief Ainul Yagin, “Menggagas Pelembagaan Constitutional
Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang,”
Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2 (Juni 2019).
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karya ini dijelaskan bahwa terdapat kebutuhan baik secara teori maupun praktik
untuk melembagakan mekanisme constitutional question di Mahkamah Konstitusi.
Caranya cukup melakukan perubahan terhadap UU Mahkamah Konstitusi dengan
mengatur dan memasukkan mekanisme constitutional question ke dalam undang-
undang yang dimaksud, tanpa harus melakukan perubahan terhadap UUD NRI
1945,

Hamdan Zoelva juga menulis karya ilmiah dengan judul “Constitutional
Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional
Warga Negara”.’> Dalam karya ini dijelaskan tentang bahwa dalam praktik banyak
sekali persoalan konstitusional yang tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah
Konstitusi karena secara eksplisit tidak termasuk kewenangan Mahkamah
Konstitusi, misalnya penyelesaian ajudikasi terhadap constitutional complaint dan
constitutional question. Oleh karena itu, Zoelva mengemukakan bahwa pelu untuk
menerapkan constitutional complaint dan constitutional question dengan cara
penafsiran konstitusi  (constitution interpretation) yang berlandaskan pada
pandangan ke depan (forward looking).

Dari sekian referensi yang ditelusuri oleh penyusun, sampai sejauh ini
belum ditemukan dan belum "~ menjawab kegelisahan serta pertanyaan mengenai
apakah ada hambatan konstitusional sehingga tidak diterapkannya mekanisme
pengujian norma konkret (concrete review/ constitutional question) dalam sistem

pengujian konstitusional di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan oleh

> Hamdan Zoelva, “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan
Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1 (Juni
2012).
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penyusun sendiri adalah menganalisis secara mendalam mulai dari aspek historis
atau original intent konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan beberapa
peraturan perundang-undangan lainnya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan
dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis menggunakan kajian
perbandingan (komparatif) dengan negara-nega lain yang menerapkan pengujian
norma konkret (concrete review/ constitutional question). Harapannya melalui
kajian perbandingan ini penyusun dapat menemukan formulasi yang lebih ideal
yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia untuk menerapkan pengujian norma

konkret dalam sistem pengujian konstitusional di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu: (a) teori Negara Hukum. Kegunaan
dari teori ini adalah sebagai landasan berfikir untuk melihat konsepsi negara hukum
yang salah satu cirinya memberikan perlindungan hak asasi manusia. Pada konteks
ini adalah untuk melihat konsepsi negara hukum Indonesia dalam kaitannya
memberikan  perlindungan hak ‘asasi manusia melalui _saluran pengujian
konstitusional, dan (b) teori Pengujian Konstitusional. Kegunaan teori ini untuk
melihat model pengujian konstitusional baik seara teoritis maupun praktik dan
bagaimana konstruksi pengaturannya dalam rangka menjaga supremasi konsitusi
dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kedua teori tersebut penting digunakan untuk mencari dan menemukan
jawaban atas masalah dari penelitian ini. Untuk memberikan gambaran secara

umum dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
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1. Negara hukum
Pembicaraan mengenai negara hukum, perkembangan konsep negara hukum
merupakan produk dari sejarah. Sebab rumusan negara hukum itu terus
berkembang mengikuti sejarah perkembangan manusia. Karena itu, dalam
rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, pelu terlebih
dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum,
yang mendorong lahirnya konsepsi negara hukum.®

Pemikiran negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua
dari usia llmu Negara maupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri.!” Gagasan negara
hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika menulis nomoi sebagai karya tulis
ketiga yang dibuatnya. Dalam buku tersebut Plato mengemukakan bahwa
penyelenggara negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang
baik. Gagasan plato ini semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles yang
menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh
konstitusi dan berkedaulatan hukum.*8

Avristoteles mengintrodusir tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi,
yaitu: (a) pemerintahan dilaksanakan —untuk ‘keperntingan umum, (b)
pemerintahan ‘dialaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-

ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang

16 S.F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman,” Jurnal Hukum lus Quia
lustum, No. 9 Vol. 4, (1997), him.9.

7 Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945,
(‘Yogyakarta: UlI Press, 2001), him. 25.

18 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), him. 1.
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mengesampingkan konvensi dan konstitusi, (c) dilaksanakan atas kehendak
rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan
depotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum
yang dikenal sekarang, karena ketiga unsur yang dikemukakan Aristoteles
tersebut dapat ditemukan di semua negara hukum.*®

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinetal menurut Julius Stahl
yang disebutnya ‘“rechsstaat” mencakup empat elemen penting, yaitu; (a)
perlindungan hak asasi manusia, (b) pembagian atau pemisahan kekuasaan, (c)
pemerintahan berdasar undang-undang, (d) dan peradilan tata usaha negara.?
Sementara di negar-negara Anglo Saxon berkembang pula suatu konsep negara
hukum yang dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan istilah the
rule of law, yang menekankan kepada tiga pokok tolok ukur unsur utama, yaitu;
(@) supremasi hukum atau supremacy of law, (b) persamaan dihadapan hukum
atau equality before the law, (€) konstitusi yang didasarkan pada hak-hak
perorangan atau the constitution based on individual rights.?

Jimly Asshiddigie 'mengemukakan 12 prinsip pokok negara hukum.
Kedua belas prinsip negara hukum tersebut merupakan pilar-pilar utama yang
menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut

sebagai negara hukum (the rule of law atau rechtsstaat) dalam arti yang

19 Firdaus, “Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum),”
Jurnal Hukum Vol. 12 No. 10, (2005), him. 48.

20 Martitah, Sistem Pengujian..., him. 25.

2l Ni’'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2016), him. 83.
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sebenarnya, yaitu: (a) supremasi hukum (supremacy of law), (b) persamaan
dalam hukum (equality before the law), (c) asas legalitas (due process of law),
(d) pembatasan kekuasaan, (e) organ-organ eksekutif idependen, (f) peradilan
bebas dan tidak memihak, (g) peradilan tata usaha negara, (h) peradilan tata
negara (constitutional court), (i) perlindungan hak asasi manusia, (j) bersifat
demokratis (democratische rechtsstaat), (k) berfungsi sebagai sarana
mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat), dan (I) transparansi dan
kontrol sosial.??

Bersamaan dengan itu, negara Indonesia adalah juga disebut sebagai
negara hukum (rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat). Penegasan
negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi
ketentuan tersebut bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan
penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Implikasinya, perlindungan
terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan prasyarat mutlak yang
harus ada (conditio sine qua non) dalam negara hukum Indonesia. Melalui
pengujuian konstitusional diinstitusi Mahkamah Konstitusi mecrminkan negara
hukum ' Indonesia —benar-benar . berupaya memberikan - penghormatan,

pemenuhan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

2. Teori pengujian konstitusional
Dilihat dari akar sejarahnya, pengujian konstitusional sebagaimana yang kita

kenal saat ini seseungguhnya berasal dari putusan fenomenal Supreme Court

2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, (Jakarta: Sekjen
dan Kepaniteraan MK RI, 2006), him. 154,
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Amerika Serikat dalam kasus Marbury vs. Madison pada tahun 1803. Ketika itu,
Supreme Court Amerika diketuai oleh Chief Justice John Marshall yang juga
tidak kalah fenomenalnya dengan Putusan Marbury vs. Madison yang
dikeluarkannya. Putusan itulah kemudian yang menjadi dasar berkembangnya
teori dan praktik pengujian konstitusional sebagaimana kita kenal sekarang.

Praktik judicial review yang bermula dari Amerika Serikat tersebut
telah menyebar luas di seluruh penjuru dunia dan menjadi salah satu fenomena
“Big Bang” di bidang ketatanegaraan yang menjangkiti banyak negara. Hingga
saat ini tercatat ada 100 negara yang telah mempraktikan judicial review, 80
(delapan puluh) diantaranya telah melembagakan pengujian konstitusional
dengan cara membentuk Mahkamah konstitusi yang berdiri sendiri di luar
Mahkamah Agung.?

Menurut Mauro Cappelleti, secara garis besarnya ada dua model
pelembagaan pengujian konstitusional di dunia ini, yakni model decentralized
judicial review dan centralized judicial review. Model pertama, decentralized
judicial review adalah model yang = meletakkan . kewenangan pengujian
konstitusional secara tersebar kepada Mahkamah Agung atau supreme court dan
badan peradilan di bawahnya. Adapun karakteristik dari model yang pertama ini
adalah pengujian konstitusional hanya dapat dilakukan apabila terkait dengan
suatu kasus konkret di pengadilan (incorporated with factual case) dan

pengujiannya pun dilakukan oleh hakim yang sedang menangani kasus

2 Jimly Asshiddigie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 16.
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konkretnya itu sendiri.?* Artinya, pengujian konstitusional ini dilakukan secara
bersamaan dan tidak terpisahkan dengan penyelesaian kasus konkretnya.
Pelopor dari model yang pertama ini adalah Amerika Serikat (American Model).

Model kedua, centralized judicial review adalah model yang
meletakkan kewenangan pengujian konstitusional secara terpusat dengan cara
membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai organ yang khusus bertugas untuk
melakukan pengujian konstitusional. Artinya, pengujian konstitusional ini
dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.
Meskipun munculnya model yang kedua ini belakangan, akan tetapi model yang
kedua ini justru lebih banyak diadopsi dan diikuti oleh negara-negara di seluruh
dunia, termasuk Indonesia.

Oleh karena Indonesia termasuk ke dalam kelompok yang terakhir,
yaitu dengan meletakkan kewenangan pengujian konstitusional secara terpusat
melalui  pembentukan Mahkamah = Konstitusi, - maka teori pengujian
konstitusional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengujian
konstitusional yang berlaku dan dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang

menganut model centralized judicial review.

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan peneitian pustaka (library research) dengan

cara membaca dan menelaah konsturksi pola pengaturan pengujian

2 Hamid Chalid dan Arief Ainul Yagqin, “Menggagas Pelembagaan Constitutional
Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang,”
Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2 (Juni 2019), him. 368.
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konstitusional baik di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 beserta original
intent-nya dan UU Mahkamah Konstitusi sebagai derivasi Pasal 24C ayat (6)
UUD NRI 1945. Selain itu, penelitian ini akan membaca dan menganalisis buku-
buku karangan para ahli hukum, karya ilmiah, makalah, dan lain sebagainya
yang secara spesifik membahas pengujian norma konkret (concrete

review/constitutional question).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur
seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang
telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan di analisis.

Pada penelitian ini, penyusun mendeskripsikan konstruksi pola
pengaturan pengujian konstitusional di Indonesia mulai dari sejarah dan
perkembangannya serta konstruksi status quo saat Ini. Di samping itu juga
dideskripsikan konsepsi pengujian norma konkret (concrete
review/constitutional question) sebagai fokus penelitian. Melalui deskripsi yang
diuraikan dengan menggunakan data yang terkumpul tersebut kemudian akan
dianalisis “untuk menjawab masalah-masalah' yang ‘disebutkan' pada bagian

rumusan masalah.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis historis, yakni dengan
cara menganalisis seputar pembahasan atau perdebatan mengenai perumusan
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 secara khusus dan Kekuasaan Kehakiman

secara umum. Penelaahan tidak mencukupi jika hanya dilakukan dengan
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meneliti apa yang tertuang secara tekstual di dalam UUD NRI 1945. Analisis
historis menjadi penting untuk mengetahui perdebatan yang berlangsung selama
proses penyusunan UUD. Di samping itu juga akan menganalisis konstruksi
pengaturan pada level undang-undang (in casu UU Mahkamah Konstitusi)
beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung berkaitan dengan pengujian konstitusional oleh

Mahkamah Konstitusi.

4. Teknik pengumpulan data
a. Bahan hukum primer
Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD NRI 1945 dan
peraturan perundang-undangan yang terkait yang masih diberlakukan di
Indonesia serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perkara
pengujian undang-undang terhadap UUD. Di samping itu, buku rujukan di
dalam penelitian ini adalah Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar; Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman yang diterbitkan oleh Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tahun-2010.
b...Bahan hukum/sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukumyang didapat dari buku-buku
karangan ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa karya ilmiah
seperti bahan pustaka, jurnal, makalah, majalah, dan bahan lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini.

¢. Bahan hukum tersier
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Bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang
butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ensiklopedia, deriktori, dan beberapa artikel dari internet.

Setelah data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik
kesimpulan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kaulitatif ini
dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan cara
mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan
makna dari peraturan perundang-undangan yang berkaitang dengan penelitian.
Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau
memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeleluruh untuk pemecahan

masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan
penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan
sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum
penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua berisi tinjauan umum pengujian norma konkret (concrete
review/constitutional question). Pada bagian ini akan dideskripsikan secara
konseptual mengenai pengujian norma konkret dengan berdasar pada teori maupun

praktik atau pengalaman di beberapa negara.
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Bab ketiga berisi tentang potret konstruksi pengaturan pengujian
konstitusional di Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai aspek
historis dan perkembangan pengaturan pengujian konstitusional di Indonesia serta
bagaimana pengaturannya yang berlaku saat ini (status quo).

Bab keempat berisi analisis pelembagaan mekanisme pengujian norma
konkret (concrete review/constitutional question) di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Bagian ini akan menganalisis seputar aspek historis (original
intent) rumusan Pasal 24C ayat (1) khususnya mengenai kewenangan Mahkamah
Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD dan menganalisis apakah ada
hambatan konstitusional untuk menerapkan pengujian norma konkret di Indonesia.
Di samping itu, pada bagian ini akan menganalisis mengenai pola pengaturan
pelembagaan mekaniseme pengujian norma konkret di Mahkamah Konstitusi.

Bab kelima sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan sebagai jawaban
dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan
penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Di dalamnya juga
dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan

yang digunakan dalam penyusunan skripsi-ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaran dan analisis dari bab-bab sebelumnya tentang konstruksi
pengaturan pengujian konstitusional di Indonesia serta konsepsi pengujian norma
konkret (concrete review/constitutional question), maka penyusun menyimpulkan
bahwa:

1. Dari konstruksi pengaturan pengujian konstitusional (pengujian undang-
undang terhadap UUD) di dalam UUD NRI 1945 sebetulnya tidak ada
hambatan yang menyebabkan tidak diterapkannya mekanisme pengujian
norma konkret (concrete review/constitutional question) di Mahkamah
Konstitusi. Demikian pula jika dilihat secara historis (original intent) Pasal
24C ayat (1) UUD NRI 1945 diketahui bahwa tidak terdapat hal yang
membatasi mengenai apa saja mekanisme yang akan diterapkan dalam sistem
pengujian konstitusional di Indonesia, apakah meliputi abstract review atau
concrete = review/constitutional question atau - bahkan kedua-duanya.
Sebaliknya, Pasal-24C ayat (6) sendiri mendelegasikan kepada pembentuk
undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal lain tentang
Mahkamah Konstitusi untuk diatur di dalam undang-undang, dalam hal ini
termasuk mengenai mekanismenya. Hanya saja, pilihan politik pembentuk
undang-undang (DPR bersama Presiden) melalui UU Mahkamah Konstitusi
mengkonstruksikan pengujian konstitusional secara abstrak saja, tetapi belum

mengadopsi pengujian norma konkret. Oleh karena itu, ketiadaan mekanisme
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pengujian norma konkret sebetulnya bukan karena ada hambatan
konstitusional, melainkan karena “terlupakan” untuk dilembagakan oleh
pembentuk undang-undang di dalam UU Mahkamah Konstitusi yang masih
berlaku sampai saat ini.

Pilihan politik pembentuk undang-undang dengan hanya
menerapkan mekanisme pengujian secara abstrak nyatanya justru tidak
memberikan perlindungan secara maksimum terhadap hak-hak konstitusional
warga negara, khususnya yang sedang terlibat dalam proses litigasi di
pengadilan. Tidak diterapkannya mekanisme pengujian norma konkret
berimplikasi pada tidak maksimalnya perlindungan hak-hak konstitusional
warga negara melalui jalur pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.
Seharusnya, pembentuk undang-undang yang mendapatkan wewenang
delegasi (delegatie van behoegdheid) langsung dari UUD NRI 1945 untuk
mengatur sedemikian rupa mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam hal pengujian konstitusional, juga melembagakan
mekanisme pengujian norma konkret di samping pengujian secara abstrak.
Sebab baik secara-teori dan empiris, negara-negara yang menganut model
centralized judicial review umumnya sudah melengkapi mekanime abstract
review dan concrete review, bahkan perkara concrete review/constitutional
question di negara-negara tersebut nyatanya memiliki kuantitas lebih banyak
dari pada perkara abstract review. Oleh karena itu, siginifikansi pengujian

norma konkret untuk diterapkan sangat beralasan.
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2. Pola pengaturan untuk melembagakan mekanisme pengujian norma konkret
dalam sistem pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi sebetulnya
cukup terbuka dan prospektif. Pelembagaannya sebetulnya cukup dengan
diatur pada level undang-undang (in casu UU Mahkamah Konstitusi),
sehingga untuk menghidupkannya/melembagakannya tidak perlu dilakukan
dengan melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945. Mekanisme
pengujian norma konkret sebetulnya telah memiliki landasan konstitusional
di dalam UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 24C ayat (1). Itu artinya,
mekanisme pengujian norma konkret bukanlah suatu kewenangan baru,
melainkan (seharusnya) sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dimiliki saat ini.

Pelembagaan mekanisme pengujian norma konkret dengan cara
mengaturnya pada level undang-undang bukanlah tanpa tanpa alasan. Selain
karena Pasal 24C ayat (6) memberikan delegasi kepada pembentuk undang-
undang, dalam praktiknya Kroasia telah melembagakan mekanisme
pengujian norma konkretnya dengan cara mengaturnya di undang-undang
Mahkamah Konstitusinya. Padahal-sebagaimana kita ketahui bahwa baik
dalam konstitusi Kroasia maupun kenstitusi Indonesia memiliki konvergensi
pola pengaturan mengenai pengujian konstitusional, yaitu sama-sama hanya
mengaturnya secara singkat dan sepintas saja. Perbedaannya, pilihan politik
pembentuk undang-undang di Kroasia melengkapi mekanisme pengujian
konstitusional terdiri dari abstract review dan pengujian secara konkret

concrete review/constitutional question, sementara pilihan politik pembentuk
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undang-undang di Indonesia hanya mengadopsi mekanisme tunggal berupa
pengujian secara abstrak, tetapi belum mengadopsi mekanisme pengujian

secara konkret.

Hal krusial lainnya yang harus diperhatikan setelah mengaturnya
pada level undang-undang adalah mengenai pengintegrasi-interkoneksian
kewenangan Mahkamah  Konstitusi dengan Mahkamah  Agung.
Pengintegrasi-interkoneksian tersebut dapat dimulai dengan melakukan
sinkoronisasi antar peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar

mekanisme pengujian norma konkret ini bisa berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasar uraian dan kesimpulan di atas, maka penyusun mengajukan beberapa
saran yang dapat digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap penerapan
mekanisme pengujian norma konkret (concrete review/constitutional question) di
Indonesia, yaitu mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk
mengimplementasikan legislative interpretation. Suatu doktrin terkait kewenangan
lembaga-lembaga legislatif - memberikan penafsiran konstitusi melalui undang-
undang (open public policy). Ketentuan yang ditafsirkan pada Pasal 24C ayat (1)
yaitu terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian
undang-undang terhadap UUD. Memperluas pengertian sehingga yang dimaksud
dengan pengujian undang-undang terhadap UUD tercakup pula pengujian
konstitusionalitas yang berpangkal dari kasus konkret yang sedang berlangsung di
pengadilan melalui mekanisme pengujian norma konkret (concrete

review/constitutional question).
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